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RINGKASAN 

 

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Pidana Anak menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

peradilan anak, maka berubah lah sistem pemidanaan khusus anak. Dalam Undang-

undang yang baru konsep anak dikenal lebih luas terdiri dari anak yang berhadapat 

dengan hukum yang terbagi lagi menjadi tiga, yakni anak yang berkonflik dengan 

hukum, anak yang menjadi saksi dan anak yang menjadi korban tindak pidana. 

Adalah hal yang sangat menonjol dari sistem pemidanaan dalam undang-undang 

yang baru adalah mengenai restoratif justice yang kenal sebagai sistem untuk 

mengembalikan posisi anak kepada keadaan semula, dengan kata lain anak apabila 

dia termasuk sebagai anak yang berkonflik dengan hukum, maka perbuatan 

kejahatan yang dia lakukan itu dapat dilakukan perdamaian dengan pihak korban. 

Sedangkan ketika anak yang berkonflik dengan hukum masuk dalam tahap 

penuntutan maka disitu peranan jaksa dalam menentukan tindakan apa yang 

diterapkan adalah sangat vital adanya. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 

2012 juga dengan tegas memberikan perintah kepada penyidik, penuntut umum dan 

hakim untuk wajib mengutamakan diversi dalam menyelesaiankan perkara anak. 

Dalam sisi penyidik kita semua mengetahui bahwa penyidik selama ini dalam 

menjalankan tugas nya sebagai penegak hukum selalu berpegang kepada asas 

legalitas untuk menyelesaikan perkara yang dihadapinya. Pola seperti ini sudah 

berjalan sekian lama, kemudian lahir gaya penyidikan yang baru, yakni ketika 

memeriksa perkara anak yang telah amanat Undang-Undang untuk mengutamakan 

diversi. Dalam realitanya memang akan mengalami proses adaptasi yang cukup 

memakan energi bagi pihak penyidik, penuntut umum dan hakim untuk 



 

 

 

 

menerapkan gaya baru ini (restoratif justice). Dalam keadilan restoratif atau 

Restorative justice dianggap metode berfikir/paradigma baru dalam melihat sebuah 

tindak kejahatan yang dilakukan oleh seorang khususnya dalah perkara anak. 

Disebabkan masih tingginya angka anak yang berkonflik dengan hukum yang 

akhirnya berujung pada pemidanaan yang mana hal tersebut sudah tidak sesuai 

dengan tujuan dari konvensi hak anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak. 

Penangkapan, penahan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan 

kepolisian dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan 

proses penerapan diversi dalam peradilan pidana anak dari penyidikan kepolisian 

diberikan kewenangan yang disebut dengan diskresi (discretionary power). 

Keadilan Restoratif adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan 

tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formil dan materiil). Keadilan 

restoratif harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.   

Dari kenyataan yang ada, sistem pemidanaan yang berlaku belum sepenuhnya 

menjamin keadilan terpadu (integrated justice), yaitu keadilan bagi pelaku, keadilan 

bagi korban, dan keadilan bagi masyarakat. Hal inilah yang mendorong ke depan 

konsep keadilan restorative. Anak merupakan subyek hukum yang bersifat khusus, 

yang dimana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-

undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak 

pidana narkotika, didalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dan 

Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai 

perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Anak 

penyalahguna narkotika, apabila ditempatkan di dalam sistem peradilan pidana 

formal, dapat dipastikan akan mengalami dampak buruk. Hal ini jelas, melanggar 

hak-hak anak. Melalui diversi, anak penyalahguna narkotika mendapatkan 

perlindungan. Diversi memberikan perlindungan atas hak-hak asasi anak.19 Oleh 

sebab itu, diversi merupakan salah satu upaya perlindungan hukum bagi anak 

penyalahguna narkotika, untuk menghindari anak dari dampak buruk proses 

peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang SPPA. Bentuk diversi 

terhadap anak sebagai penyalahguna narkotika dimungkinkan dengan penyerahan 

kembali kepada orang tua/ wali atau keikut sertaan dalam pendidikan dan pelatihan 



 

 

 

 

dan pelayanan masyarakat. Kewenangan penilian ini, tentunya berada di wilayah 

penyidikan yakni Kepolisian Republik Indonesia (Polri) atau Badan Narkotika 

Nasional/ Daerah (BNN). Dalam praktek, setidak-tidaknya terdapat dua pasal yang 

acapkali digunakan dalam menjerat anak pelaku tindak pidana narkotika. Yakni 

pasal 111 dan pasal 127 Undang-Undang Narkotika. Pasal 111 mengatur setiap 

orang yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, 

menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk 

tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling 

lama 12 (dua belas) tahun. Sedangkan, pasal 127 mengatur setiap penyalah guna 

narkotika golongan I, II, III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara 

masing-masing paling lama 4 (empat) tahun. 2 (dua) tahun dan 1 (satu) tahun. Jika 

melihat kedua pasal tersebut, pasal 111 pelaku diancaman dengan pidana penjara 

paling lama 12 (dua belas) tahun, maka ancaman pidananya, di atas 7 (tujuh) tahun 

atau melebihi yang dipersyaratkan dalam diversi. Pasal 127 pelaku diancaman 

dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau dibawah 7 (tujuh) tahun 

dan wajib dilakukan diversi. Sehingga, pasal 127 merupakan pasal yang paling 

memungkinkan untuk dilakukan diversi. Pasal 111 Undang-Undang Narkotika, 

tidak memenuhi syarat diversi sedangkan pasal 127 Undang-Undang a quo, 

memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. 

penegak hukum harus mampu mewujudkan tiga (3) nilai dasar hukum, atau sering 

disebut sebagai tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 

Untuk itu, dengan ditetapkannya Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia 

Nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan 

restoratif diharapkan mampu memberi keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum 

bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang sedang berperkara hukum. Terkait 

penerapan keadilan restoratif, penulisan menemukan ada permasalahan yang akan 

dihadapi oleh penegak hukum dalam hal ini penyidik Polri dalam penerapannya 

yang harus segera dicarikan penyelesaiannya, Adapun permasalahan tersebut antara 

lain Dalam penyelesaian perkara melalui keadilan restorative, tentunya sangat 

menguntungkan kedua belah pihak yang berperkara. 
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ABSTRAK 

 

Kata Kunci : Narkotika, Keadilan Restoratif, Anak. 

 

Tujuan penelitian tesis yang berjudul Keadilan Restoratif Terhadap Anak Yang 

Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perkara Narkotika adalah untuk menganalisis 

anak yang berkonflik dengan hukum wajib dilakukan keadilan restoratif dalam 

penyidikan perkara narkotika dan untuk menganalisis konsekuensi hukum bagi 

penyidik yang tidak melakukan keadilan restorative dalam penyidikan perkara 

narkotika. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian hukum 

normatif yaitu penelitian yang memperoleh bahan hukum dengan cara 

mengumpulkan dan menganalisa bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas. 

Hasil penelitian yang diperoleh adalah Pertama, Upaya penanggulangan dan 

pemberantasan tindak pidana narkotika di wilayah hukum dilakukan melalui 

kebijakan non penal (non penal policy) dan kebijakan penal (penal policy). 

Kebijakan non penal dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan 

represif yang diimplementasikan melalui penyuluhan, safari narkotika, penyebaran 

pamphlet dan baliho serta pendekatan terhadap tokoh adat dan agama serta 

pembinaan terhadap masyarakat. Kedua, Hambatan-hambatan dalam 

penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika, dapat ditinjau dari 

faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas dalam penegakan 

hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan. Secara umum, undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika lebih komprehensif dalam mengatur 

tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk mengungkap jarringan narkotika. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Narcotics, Restorative Justice, Children. 

 

The aim of the thesis research entitled Restorative Justice for Children in Conflict 

with the Law in Narcotics Cases is to analyze children in conflict with the law who 

must undergo restorative justice in investigating narcotics cases and to analyze the 

legal consequences for investigators who do not carry out restorative justice in 

investigating narcotics cases. The type of research that the author uses is normative 

legal research, namely research that obtains legal materials by collecting and 

analyzing legal materials related to the problem to be discussed. 

The research results obtained are: First, efforts to overcome and eradicate 

narcotics crimes in the jurisdiction are carried out through non-penal policies and 

penal policies. The non-penal policy is carried out through preventive and 

repressive efforts which are implemented through counseling, narcotics safaris, 

distributing pamphlets and billboards as well as approaches to traditional and 

religious leaders and community development. Second, obstacles in overcoming 

and eradicating narcotics crimes can be viewed from legal factors, law enforcement 

factors, means and facilities in law enforcement, community factors and cultural 

factors. In general, Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics is more 

comprehensive in regulating actions that can be taken to uncover narcotics 

networks. 
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